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BAB III 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah asas tugas pembantuan (Medebewind). 

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, 

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.  

 Dari esensi tugas pembantuan tersebut, maka  pada tataran pemerintah provinsi 

memiliki dua (2) dimensi, yaitu tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah 

pusat, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Desa. 

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 

Tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari 

Pemerintah Pusat, tersebar dan dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang terkait dengan tugas pembantuan yang diberikan. Adapun dasar 

hukum, SKPD yang melaksanakan, program/kegiatan yang diterima, anggaran, 

permasalahan dan solusi dari tugas pembantuan yang dilaksanakan, dapat dijelaskan 

sebagaimana  uraian dibawah ini. 

1. URUSAN PENDIDIKAN 

Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut 

a. Dasar Hukum 

Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik IndonesiaI 

Nomor: 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan 

Assesmen Nasional Tahun 2023 

b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia melalui Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan , 

kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 015/H/KP/2023 tentang Prosedur 

Operasional Standar penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2023 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima 

Pelaksanaan Uji Kesetaraan, Assesmen Nasional, dan Survei Lingkungan Belajar  

Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023 
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e. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 
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f. Permasalahan dan Solusi 

Tabel 3.2: Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan TP Urusan Pendidikan 

No INDIKATOR 

HAMBATAN/MASALAH 
URAIAN MASALAH UPAYA PENYELESIAN 

1 Fasilitas Pendukung 1. Fasilitas Komputer 
2. Gangguan Server di 

Pusat Assemen 
Kemdikbud  

3. Ketersediaan 
internet di Sekolah 

1. Karena AN dilaksanakan di semua 
jenjang sehingga sekolah yang tidak 
memiliki fasilitas Komputer diarahkan 
ke sekolah yang mempunyai komputer 
mamadai. 

2. Melakukan koordinasi dengan pusat 
untuk menjadwalkan Kembali Asesmen 

3. Menyiapkan internet Cadangan melalui 
mobile internet seperti Telkomsel Orbit 
dan apabila daerah blankspot internet 
dilakukan Asesmen offline dengan 

berkoordinasi dengan pusat Asesmen 

Sumber Data: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut 

 

2. URUSAN PEKERJAAN UMUM 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut 

a. Dasar Hukum 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang merupakan 

Kewenangan Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas 

Pembantuan, tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut TP adalah penugasan 

dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, untuk melaksanakan tugas 

tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi 

Nama-nama ruas jalan sesuai dengan tugas pembantuan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.3: Ruas Jalan Tugas Pembantuan 

No. Ruas Jalan PPK SKPD SULUT Panjang Jalan 

1. Batas Kota Manado – Wori 14,45 Km 

2. Jendral Sudirman 1,40 Km 

3. R. Martadinata 0,95 Km 

4. Yos Sudarso 3,26 Km 

5. Kairagi – Mapanget  7,85 Km 

6. Soeprapto 0,60 Km 

7. D. I Panjaitan 0,35 Km 

8. K. S. Tubun 0,20 Km 

9. Hassanudin 1,80 Km 

10. Pogidon 3,60 Km 

11. Zero Point – Pierre Tendean 0,15 Km 

12. Pierre Tendean 3,60 Km 

13. Bethesda 1,10 Km 
Sumber Data: Dinas PUPR Daerah Prov. Sulut 

Tabel 3.4: Tabel Tugas Pembantuan Sumber Program Sumber Daya Air 

No. Daerah Irigasi Ha 

1 Daerah Irigasi Toraut 72 Ha 

2 Daerah Irigasi Kosinggolan 56 Ha 

Sumber Data: Dinas PUPR Daerah Prov. Sulut 
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c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 
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d. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan 

Upaya Penyelesaian 

Tidak ada hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas pembantuan yang dapat dilihat dari realisasi fisik dan keuangan dari 

pekerjaan-pekerjaan tugas pembantuan yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.7: Realisasi Fisik dan Keuangan Tugas Pembantuan 

No. 
Nama Paket Pekerjaan  

Tugas Pembantuan 
Realisasi Fisik 

Realisasi 

Keuangan 

1. 

Preservasi Jalan Dalam Kota Manado, Kairagi – 

Mapanget, Bts. Kota Manado – Wori, Jln./ Akses 
Terminal Liwas 

100% 100% 

2. Operasi Rutin DI. Toraut 100% 100% 

3. Operasi Rutin DI. Kosinggolan 100% 100% 

4. Pemeliharaan Berkala DI. Toraut 100% 100% 

5. Pemeliharaan Rutin DI. Toraut 100% 100% 

6.  Pemeliharaan Rutin DI. Kosinggolan 100% 100% 

7. 
Layanan Dukungan Manajemen Internal (Non Fisik 

dan Administrasi Umum Ditjen Sumber Daya Air). 
100% 98,83% 

Sumber Data: Dinas PUPR Daerah Prov. Sulut 

 

3. URUSAN PERPUSTAKAAN 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 

mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas 

Pembantuan yaitu Dana Dekonsentrasi dengan pagu anggaran sebesar 

Rp.370.384.000,-. dengan realisasi Rp. 366.204.000,-. 

a. Dasar Hukum 

1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

2) UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

3) UU No 6 Tahun 2021 Tentang APBN 

4) DIPA Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara 

Nomor : SP DIPA-057.01.3.170037/2023 

Tanggal : 30 November 2022 

Tahun : 2022 

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi 

1) Jumlah Lembaga Pemerintah Nonkementerian : 1 (satu) yakni 

Perpustakaan Nasional RI. 

2) Bidang Urusan  :  Perpustakaan 

3) Jumlah Kegiatan  :  4 (Empat) Kegiatan 

4) Jumlah Anggaran  :  Rp. 370,384,000,- 

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

Tabel 3.8: Target Kinerja dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Perpustakaan  

dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 

No. Program/Kegiatan Target Realisasi 

Program Perpustakaan dan literasi Pengembangan Perpustakaan Umum dan 

Khusus 

1. Pembinaan Administrasi Keuangan 100% 100% 

2. Pendataan Bidang Perpustakaan 100% 100% 

3. Workshop Pegiat Literasi Daerah 100% 100% 

4. Lomba Perpustakaan Sekolah Menegah Atas/ Sekolah 
Menegah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Terbaik 

100% 100% 

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Sulut 
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d. Permasalahan dan Solusi 

Tidak ditemui permasalahan yang berarti 

 

4. URUSAN KELAUTAN PERIKANAN 

a. Dasar Hukum 

Dasar hukum Pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi Sulawesi Utara 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat 

(3); 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kenenterian Negara 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

4) Peraturan MenKP Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas 

Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. 

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi 

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ke 

pada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi dan Penugasan sebagian  Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan 

Perikanan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Kepada 

Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 

Anggaran 2023 merupakan kepedulian Pemerintah pusat dalam melaksanakan amanat 

Undang-Undang untuk membantu pengembangan didaerah. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  mendapat TP/Tugas 

Pembantuan dari Tahun 2022 dan tahun 2023 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan  

RI  dan untuk Dana Dekonsentrasi yang setiap tahun menurun jumlahnya. Dengan dana 

dekonsentrasi yang semakin menurun dan hanya mebiayai kegiatan dan administrasi, 

maka pada tahun 2023, dengan adanya Undang-undnag Cipta Kerja untuk penggunaaan 

IT (Informasi Teknologi) pada setiap pelabuhan perikanan dalam mengontrol dan 

memperlancar kegiatan  dan menunjang peralatan pelabuhan perikanan serta adanya 

tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada usaha penangkapan ikan. Maka 

pada tahun 2023 diberikan dana TP dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara.  

Adapun Program kegiatan Tugas Pembantuan  melalu Dana TP Direktorat 

Jenderal Perikanan Tangkap  Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui 

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah dana sebesar Rp 1.017.700.000,- untuk 

kegiatan Penyiapan Peningkatan Fasilitas/Prasarana PerikananTangkap Perairan 

DaratPembangunan Tempat Pendaratan Ikan di PUD/Danau Tondano di 

Kabupaten Minahasa. 

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 
Dana Tugas Pembantuan tahun 2023 untuk Dinas Kelautan dan Perikanan 

sebesar Rp 1.017.700.000,-  dan Realisasi Rp. 1.006.851.000  atau 98,93%,  

disediakan untuk kegiatan Penyiapan Peningkatan Fasilitas/Prasarana 

PerikananTangkap Perairan yaitu Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan 

Perairan darat  di Kabupaten Minahasa dengan sarana dan prasarana sebagai 

berikut :  
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d. Hambatan dan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan  

Dan Upaya Penyelesaian 
Adapunpun  Tugas Pembantuan yang diberikan dari Kementerian Kelautan 

dan perikanan RI mealui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ke Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara merupakan perhatian dari 

Kementerian untuk Pelabuhan perikanan di Sulawesi Utara lebih khusus untuk 

Pelabuhan Perikanan. 

Adapun permasalah yang saat ini, adalah anggaran TP melalui Ditjen 

Perikanan di buka blokir di pertengahan bulan sehingga perencanaan dan proses 

pelaksanaan agak terlambat penyelesaiannya dan anggaran berikut ditambah 

untuk bantuan alat peangkapan ikan baik di PUD maupun di Laut kepada 

Kelompok nelayan yang telah memasukkan proposal. 

Sedangkan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan 

pelabuhan perikanan tidak semua UPTD mendapatkannya yang menangani 

pelabuhan. Diharapkan setiap tahun Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah 

mendapatkan dana TP untuk menunjang kegiatan Kelautan  dan Perikanan di 

Sulawesi Utara. 

 

 

5. URUSAN PERTANIAN 

a. Dinas Pertanian dan Peternakan 

1) Dasar Hukum 

a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/RC.130/12/2016 

Tanggal 19 Desember 2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas 

Pembantuan Provinsi. 

b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33 Tahun 2021 Tanggal 25 Oktober 

2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 

Pembantuan 

c) DIPA Nomor: SP-DIPA-018.03.4.179103/2023 tanggal 30 – 11 – 2022 

Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (Tugas 

Pembantuan Tanaman Pangan). 

d) DIPA Nomor: SP-DIPA-018.06.4.179106/2023 tanggal 30 – 11 – 2022 

Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (Tugas 

Pembantuan Peternakan). 

e) DIPA Nomor: SP-DIPA-018.04.4.179104/2023 tanggal 30 – 11 – 2022 

(Tugas Pembantuan Hortikultura) 

f) DIPA Nomor: SP-DIPA-018.08.4.179110/2023 tanggal 30 – 11 – 2022 

Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara (Tugas 

Pembantuan PSP). 

2) Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi 
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 

dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota 

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana 

Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 
BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

176 

dilaksanakan oleh Daerah dan Desa yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah 

Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, penyiapan Perangkat Daerah 

yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta 

koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. 
a) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 

➢ Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Program dan Kegiatan Dana 

Tugas Pembantuan Tanaman Pangan adalah: Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. 

➢ Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Program dan Kegiatan Dana 

Tugas Pembantuan Hortikultura adalah: Direktorat Jenderal Hortikultura 

Kementerian Pertanian. 

➢ Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Program dan Kegiatan Dana 

Tugas Pembantuan Peternakan adalah: Direktorat Jenderal Peternakan 

Kementerian Pertanian 

➢ Instansi Pemberi Tugas Pembantuan untuk Program dan Kegiatan Dana 

Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air adalah: Direktorat 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 

b) Bidang Urusan, Kegiatan dan Anggaran 

Bidang Tanaman Pangan 

➢ Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 

Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasi Tanaman Pangan 

Rp.1.898.847.000,- 

➢ Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

- Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan 

Rp.100.000.000,-; 

- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan 

Rp.2.255.500.000,-; 

- Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Rp. 5.833.500.000,-. 

➢ Program Dukungan Manajemen 

Peningkatan Usaha dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada 

Ditjen Tanaman Pangan Rp. 948.388.000,- 

Bidang Hortikultura 

➢ Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 70.000.000,- 

➢ Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp. 550.000.000,- 

➢ Program Dukungan Manajemen 

Peningkatan Usaha dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada 

Ditjen Hortikultura Rp. 85.000.000,-. 

Bidang Peternakan 

➢ Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 

Rp.1.025.000.000,- 

➢ Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 
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- Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp. 10.840.000,- 

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rp. 

2.966.850.000,- 

- Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 

Rp.1.633.457.000,- 

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner  Rp. 390.500.000,- 

➢ Program Dukungan Manajemen 

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 

Rp.313.542.000, - 

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian 

➢ Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas 

- Pengolahan Air Irigasi Untuk Pertanian Rp. 3.483.500.000,- 

- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian  Rp. 362.617.000,- 

- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Rp. 

165.000.000,- 

- Fasilitas Pupuk dan Pestisida Rp. 704.290.000,- 

- Fasilitas Pembiayaan Pertanian Rp. 28.033.000,- 

➢ Program Dukungan Manajemen 

Dukungan Manajemen dan dukungan teknis Lainnya Rp. 795.140.000,- 

c) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas pertanian 

dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 
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b. Dinas Perkebunan 

1) Dasar Hukum 

a) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 

Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021; 

b) DIPA Tugas Pembantuan Satker Perkebunan (05)  Dinas Perkebunan 

Provinsi Sulawesi Utara No. SP DIPA 018.05.17-179105  Tanggal 30 

November 2022. 

2) Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi 

a) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Perkebunan 

Berkelanjutan 

➢ Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan Dan Penyegar 

Sarana Pengembangan Kawasan 

• Peremajaan Tanaman Kelapa 

Peremajaan Tanaman Kelapa di Kab Minahasa Utara 100 Ha, Kab. 

Bolaang Mongondow 100 Ha, Kab.  Minahasa Selatan 100 Ha dan Kab. 

Minahasa Tenggara 100 Ha dan Kab. Bolaang Mongondow 100 dengan 

bantuan benih siap tanam Pupuk Organik dan pembenahan tanah 

• Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Kegiatan 

➢ Penguatan Perlindungan Perkebunan 

Sarana Pengembangan Kawasan 

• Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman 

Perkebunan 

- Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah 

▪ Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Pala di Kab Minahasa 

Utara 50 ha 

▪ Pengawalan dan Pengendalian OPT 

➢ Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah 

Sarana Pengembangan Kawasan 

• Pengembangan Tanaman Pala 

- Perluasan Tanaman Pala 

Perluasan Tanaman Pala di Kab Minahasa Tenggara 150 ha dan di 

Kota Bitung 100 Ha, dengan bantuan benih dan pupuk organik 

- Rehabilitasi Tanaman Pala 

Rehabilitasi tanaman Pala di Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro 200 

Ha dengan bantuan benih 

- Intensifikasi Tanaman Pala 

Intensifikasi Tanaman Pala di Kab. Minahasa 100 Ha dan Kab. 

Minahasa Utara 200 Ha dengan bantuan Pupuk Organik 

- Pengawalan dan kegiatan Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 

• Pengembangan Tanaman Cengkeh 

- Perluasan Tanaman  Cengkeh dilaksanakan di Kab. Minahasa 

Tenggara dengan bantuan Benih dan Pupuk  

- Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Kegiatan 
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• Pengembangan Tanaman Vanili 

- Penanaman Tanaman Vanili 

Penanaman Tanaman Vanili di Kab Minahasa 5 ha, Kab Minahasa 

Tenggara 5 ha, Kab Minahasa Selatan 5 Ha, dengan bantuan  benih 

dan pupuk organik 

• Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Kegiatan 

➢ Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan 

• Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan 

- Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan Sarana dan Prasarana 

Pengolahan Hasil Perkebunan 

▪ Registrasi Pekebun dalam Rangka Ketertelusuran 75 surat 

• Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 

Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman 

Perkebunan 1 kegiatan 

• Promosi Produk Hasil Perkebunan 

Fasilitasi Promosi dan Pengembangan Akses Pasar Produk Perkebunan 

Unggulan 1 promosi 

• Sarana Bidang Perkebunan 

Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan 

Penyediaan Sarana Pengolahan Komoditas Perkebunan 

- Penyediaan Sarana Pengolahan Kelapa di Kab. Minahasa Utara 1 Unit 

- Penyediaan Sarana Pengolahan Tanaman Kopi di Kota Kotamobagu 

1 Unit 

- Pendampingan dan Pengawalan Penyediaan Sarana Pasca panen 

- Operasional Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan 

• Prasarana Bidang Perkebunan 

Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan 

- Prasarana Pascapanen Tanaman Kelapa di Kab Minahasa Selatan 1 unit 

- Pendampingan dan Pengawalan Prasarana  Pasca Panen 

➢ Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan 

• Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan 

Rekomendasi Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 

- Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman 

Perkebunan 

Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan 6 

rekomendasi 

- Rekomendasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan 

Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan 1 rekom 

• Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 

- Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam 

▪ Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Cengkeh Tahun 4 Provinsi (2 Ha) 

▪ Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 3 di Kab. Minahasa 

Tenggara (5 Ha) 

▪ Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 6  di Kab. Bolaang 

Mongondow (5 Ha) 

▪ Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala Tahun 3 di Kab. Minahasa 

Utara (2 Ha) 



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 
BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

184 

▪ Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala Tahun 4 di Kab. Minahasa 

Utara (2 Ha) 

▪ Pemeliharaan Kebun Induk tanaman Aren Tahun 4 di Provinsi (1 Ha) 

- Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul 

▪ Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Kelapa Kab. Minahasa 

Tenggara (5 Ha) 

▪ Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Aren di Kota Tomohon 

(10 ha) 

- Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan 

Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 

- Penetapan Kebun Sumber Benih Varietas yang Telah di Lepas 

Penetapan Kebun Sumber Benih Varietas yang Telah diLepas 1 

rekom 

- Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan (BPIT, PIT, 

Kebun Entres) 

➢ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 

• Layanan Manajemen Kinerja Internal 

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran 

▪ Penyususnan Rencana Program dan Anggaran Satker 

Operasional Satker 

 
3) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan 

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan Daerah 

Provinsin Sulawesi Utara Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut. 
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6. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


